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PENETAPAN
Nomor 16/Pdt.P/2017/PN Bin.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara
perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam
perkara permohonan:

Noor Latifah, tempat/tanggal lahir Banjarmasin/20 Agustus 1986, jenis
kelamin perempuan, bertem
RT 013 RW 004, Desa
Simpang Empat, Kabupaten Ta

t tinggal di Gg Yudistira

g Baru, Kecamatan
mbu, selanjutnya

disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

bersangkutan;

- Setelah menden

a tanggal 16

i, sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir
sendiri;

Menimbang, a kemudian Pemohon di persidangan pertama hari
Kamis tanggal 24 Mareti2017 menyatakan akan mencabut permohonannya
dengan alasan akan mengajukan permohonan perbaikan kesalahan pengetikan
nama Pemohon sebagaimana dimaksud dalam permohonan ini langsung

kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa meskipun pencabutan hanya dilakukan secara lisan
namun karena tetap dituangkan dalam berita acara persidangan yang sifatnya
otentik sehingga dengan demikian tetap menjadi bukti kebenaran mengenai

pencabutan permohonan yang dilakukan Pemohon;
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Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat alasan yang
dikemukakan oleh Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga
diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batulicin untuk mencoret

perkara tersebut dari daftar perkara perdata di Pengadilan Negeri Batulicin;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dilakukan
pemanggilan kepada Pemohon dan mengingat sifat dari perkara permohonan
yang voluntair, maka Pemohon dibebankan untuk membayar segala biaya yang

telah dikeluarkan dalam pemanggilan tersebut;

Memperhatikan, peraturan perundang-undang ng berhubungan

dengan perkara ini;

Mengabulkan permohon
2. Menyatakan perkar or 16/Pdt.P/2017/PN
dicabut;

3. Memerintahkan

perkara yang sampai

tus delapan puluh satu

Demikian amis tanggal 24 Maret 2017 oleh
Chahyan Uun Prya! S.H. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang ditetapkan
sebagai Hakim tung yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari itu juga oleh im tersebut, didampingi oleh Yurda Saputera, S.H.,
M.H. sebagai Panitera Pefgganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti, Hakim,

Yurda Saputera, S.H., M.H. Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Perincian biaya:
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